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(Studi Putusan Perceraian di Pengedilan Agama) 
 
Abstrak 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagian merupakan hal utama 
yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Pengajuan 
gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama, 
sedangkan yang beragama non Islam diajukan di pengadilan negeri. Pasal 54 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum 
acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah 
hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang 
telah diatur secara khusus dalam undang–undang. Penelitian bertujuan untuk 1) 
mengetahui petimbangan hakim atas pembuktian kasus perceraian dini, dan 2) 
bagaimana hakim menentukan putusan atas kasus peceraian dini. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal, yaitu penelitian 
bedasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan 
mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian 
dengan alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman 
tanpa diketahui alamatnya (gaib) dan tidak mampu memberi nafkah telah 
memenuhi unsur perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum 
Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan 2) hakim 
mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat berdasarkan bukti-bukti dan 
pertimbangan yang diajukan oleh penggugat dan adanya saksi-saksi yang 
membenarkan kejadian yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan 
 
Kata Kunci: perceraian, usia dini, dan pengadilan agama. 
 
Abstract 
Act No. 1 year 1974 on marriage states that marriage is the inner birth bond 
between a man and woman as a wife husband with the aim of forming a happy 
and eternal family based on the Godhead The one true. Happiness is the main 
thing that is a goal and highly expected of a marriage. The submission of divorce 
claims for the Muslims is filed in the courts of religion, while non-Muslim 
religions are filed in a district court. Article 54 Act No. 50 year 2009 concerning 
the Second Amendment to Law No. 7 of 1989 on religious Justice is explained 
that the event law applicable to the courts in the religious judicial environment is 
the law of civil proceedings in force Public judicial environment, except those that 
have been specifically regulated by law. The study aims for 1) to know the judges 
' balances on early divorce cases, and 2) how the judges decide on the case of 
early decay. The method used in this research is the doctrinal method, which is 





studying primary and secondary legal materials. The results showed that 1) the 
judgment of the judges against the divorce lawsuit on the grounds of divorce one 
of the parties went away leaving the residence without being known the address 
(unseen) and unable to provide a living has fulfilled the element The divorce 
contained in article 116 of the compilation of Islamic law and Article 19 of 
government Regulation No. 9 year 1975, and 2) the judge granted the lawsuit filed 
by the plaintiff based on the evidence and consideration posed by the plaintiff and 
the The witnesses confirming the incident that became the basis of the filing of a 
lawsuit. 
 
Keywords: divorce, early age, and religious court 
 
1. PENDAHULUAN 
Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat tidak pernah terlepas dari hubungan 
satu sama lain dalam berbagai hal maupun aspek. Manusia senantiasa melakukan 
berbagai hubungan dengan manusia-manusia yang lain. Pada dasarnya setiap 
manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara satu sama 
lain. Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan tersebut, hanya dapat 
diperoleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. Salah satunya mengenai 
kebutuhan biologis, kebutuhan biologis akan terpenuhi apabila seorang pria 
menjalin hubungan dengan seorang wanita dalam suatu ikatan hubungan yang 
resmi atau perkawinan. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagian 
merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah 
perkawinan.  
Pasal 6 (2) Undang-undang perkawinan (das sollen) menjelaskan bahwa 
perkawinan calon mempelai harus berusia minimal berusia 21 (dua puluh satu 
tahun), dan jika kurang dari usia tersebut harus mendapat ijin dari orangtua. 
Selanjutnya pada Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa 
usia minimal untuk laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk wanita 
16 (enam belas) tahun. Dalam kenyataan sering dijumpai adanya perkawianan 





Dimana sebetulnya pada usia tersebut secara psikologi belum mencapai 
kematangan mental yang dapat memberikan akibat kurang baik dalam 
perkawinan. Ketida matangaan psikologis tersebut menyebabkan perselisihan, 
pertentangan dan konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang 
tidak bisa dihindari. Tidak jarang pertengkaran, perselisihan berakhir dengan 
perceraian.  
Hukum perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan meskipun terdapat 
serangkaian hal yang mempersulit. Perkawinan dapat diputus karena tiga hal 
yaitu: Kematian; Perceraian, dan Atas putusan pengadilan. Perceraian terjadi 
karena alasan sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Salah satu 
pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain. Salah satu pihak mendapat 
cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Serta antara suami atau isteri 
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan 
untuk dirukunkan. 
Pengajuan gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan di 
Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama non Islam diajukan di pengadilan 
negeri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan 
peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang–undang. 
Pengadilan agama melakukan pemeriksaan dan memutus perceraian 
apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai. 
Pada permohonan talak, suami yang mengajukan perceraian, sedangkan gugatan 





tersebut dalam bentuk penulisan hukum ini dengan judul Perceraian Pasangan 
Muda (Studi Putusan di Pengadilan Agama) 
2. METODE 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 
timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam 
kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk 
memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Mahmud, 
2005).  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi (Mahmud, 2005). Penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu 
penelitian bedasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada 
membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 
2006). Penelitian hukum doktrinal ini memiliki pengertian sama dengan penelitian 
hukum normatif. 
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian yang 
digunakan dalam penelitian hukum adalah bersifat preskriptif. Penelitian hukum 
dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru atas hasil 
penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan 
preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau 
peristiwa hukum dari hasil penelitian. 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum” (Mahmud, 2005). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus 





oleh peneliti adalah ratio decidendi. Menurut Goodheart ratio decidendi dapat 
diketemukan dalam memperhatikan fakta materiil (Mahmud, 2005). 
Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan hukum atau fakta atau keterangan 
yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui 
bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber 
tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang 
diteliti(Mahmud, 2005). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim Atas Pembuktian Kasus Perceraian Dini 
Pertimbangan hukum yang diambil hakim pada Pengadilan Agama untuk masing-
masing kasus adalah sebagai berikut: Pengadilan Agama Surakarta Keputusan 
Nomor 843/ Pdt.G/ 2015/PA. Ska telah di lakukan upaya perdamaianan antara 
masing-masing pihak dengan mediator yang disediakan oleh pengadilan dan 
hakim telah memberikan nasehat namun tidak berhasil; Kedua belah pihak telah 
pisah ranjang sejak bulan April 2015; Berdasarkan alasan yang dikemukakan 
Pemohon sudah cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau kedua belah 
pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karena 
perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap 
dipertahankan; Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. 
Pengadilan Agama Karanganyar Keputusan Nomor 0561/ Pdt.G/ 2018/PA. 
Kra. Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2016 tanpa alasan yang 
sah dan tidak pamit kepada Penggugat dan anaknya; Berdasarkan alasan yang 
dikemukakan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada 
harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi; Keterangan saksi-saksi yang 
dihadirkan oleh kedua belah pihak. 
Pengadilan Agama Sukoharjo Keputusan Nomor 1004/ Pdt.G/ 2017/PA. 
Skh. Sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi tanpa pamit, dan tinggal di rumah 





tersebut; Terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan 
oleh permasalahan kekurangan ekonomi; Dengan kondisi rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat yang demikian, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 
perkawinan telah pecah dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan 
mafsadat/ kerusakan yang lebih besar daripada maslahat;  Keterangan saksi-saksi 
yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. 
Dari hal-hal sebagaimana yang tercantum diatas, maka hal yang saling 
berkorelasi dari pertimbangan hakim pada ketiga putusan yang menjadi bahan 
analisis adalah kedua belaj pihak telah pisah ranjang selama lebih dari 3 (tiga) 
bulan, dan permasalahan perekonomian, baik karena kurang dalam memberikan, 
tidak mampu memberikan atau adanya dukungan dari pihak lain dalam mengatasi 
permasalahan perekonomi yang dihadapi oleh Pemohon atau Penggugat dan 
Termohon atau Tergugat. 
3.2 Putusan Hakim Dalam Menentukan Atas Kasus Perceraian Dini 
Penelitian ini mengambil objek penelitian 3 (tiga) keputusan Pengadilan Agama 
dalam mengadili kasus perceraian dini dengan amar putusan masing-masing 
Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: Putusan Pengadilan Agma Surakarta 
Nomor 843/ Pdt.G/ 2015/PA. Ska, dengan amar putusan sebagai berikut: 
Mengabulkan permohonan Pemohon; Menjatuhkan talak satu roj’I tergugat 
terhadap Termohon. 
 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: 
Nafkah iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Mut’ah 
berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Nafkah anak bernama 
Alikha Aprilliangga Sukucu Putri, lahir tanggal 28 April 2013, minimal sejumlah 
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 
21 tahun atau mampu berdiri sendiri. 
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan 
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres untuk dicatat dalam daftar yang 
disediakan untuk itu; Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya 





Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0561/Pdt.G/2018 
/PA.Kra, dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan tergugat yang telah 
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak 
hadir; Mengabulkan gugatan pengutan dengan verstek; Menjatuhkan talak satu 
ba’in sugro tergugat terhadap penggugat; Menentapkan anak yang benama ABC 
dalam asuhan penggugat;  Menghukum tergugat untuk membayar kepada 
penggugat nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan 
kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya penddikan dan kesehatan; 
Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 
Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1004/Pdt.G/2017/ PA.Skh, 
dengan amar putusan sebagai berikut:menyatakan tergugat yang telah dipanggil 
secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; 
mengabulkan gugatan pengutan dengan verstek;  menjatuhkan talak satu ba’in 
sugro tergugat terhadap pengggat; memerintahkan Panitera Pengadilan Agama 
Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Putusan yang diambil oleh ketiga hakim Pengadilan Agama di Kota 
Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo terdapat kesamaan 
yaitu digabulkanna permintaan cerai yang dilakukan oleh salah satu pihak dan 
adanya ketentuan untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan hingga 
usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, hal ini menunjukkan bahwa walaupun 
terjadi percerai antara suami dan istri hakim tetap memberika putusan agar anak 
tetap mendapatkan haknya. 
Selain itu berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan trerhadap tigas 
kasus perceraian pada Pengadilan Agama Surakarta, dan Pengadilan Agama 





menjadi penyebab perceraian dini, adalah ketidaksiapan ketiga pasangan yang 
menikah pada usia dini terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi, selain 
faktor psikologis dikarenakan usia yang masih sangat muda. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian dengan alasan 
perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui 
alamatnya (gaib) dan tidak mampu memberi nafkah telah memenuhi unsur 
perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Meskipun dalam implementasinya, 
dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
tidak memuat tentang pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui 
alamatnya. Pengadilan dalam perkara perceraian ini memutus verstek karena 
ketidakhadiran tergugat. Setiap putusan verstek dalam perkara perceraian di 
Pengadilan Agama, selalu diperlukan proses pembuktian. Hal ini disamping untuk 
mengetahui dalil gugatannya juga untuk mengetahui apakah gugatan tersebut 
berdasarkan hukum dan berlasan hukum atau tidak. Apabila gugatan tersebut 
berdasarkan hukum dan beralasan, maka gugatannya dikabulkan dan apabila 
gugatannya tidak beralasan hukum, meskipun tergugat tidak pernah hadir 
dipersidangan gugatannya tetap ditolak. 
Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat berdasarkan bukti-
bukti dan pertimbangan yang diajukan oleh penggugat dan adanya saksi-saksi 
yang membenarkan kejadian yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan. Putusan 
dari hakim secara umum terbagi atas, pemutusan hukuman perkawinan, adanya 
ketetapan untuk melakukan pembayaran kewajiban dan menyerahkan salinan 
keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan dimana 
para pihak berdomisili. 
4.2 Saran 
Perlu adanya upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah dan pengadilan 





dengan cara lebih mengefektifkan program pelatihan teknik yudisial yang 
diselenggarakan Mahkamah Agung agar setiap hakim mampu menjawab 
tantangan jaman yang dari hari ke hari permasalan hukum dirasakan semakin 
ruwet dan komplek. Perlu ditingkatkan sistem informasi dan komunikasi yang 
canggih dan lebih modern dalam penyelenggaraan kegiatan operasional di 
Pengadilan Agama. 
Perlu diadakan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar 
masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya dalam hidup 
berumah tangga, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi 
Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi hukum terapan diPengadilan Agama. 
Perlu dikaji ulang (diamandemen) sanksi pidana yang diatur dalam 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan 
organiknya dengan sanksi yang lebih berat agar pelanggaran terhadap hukum 
perkawinan dapat diminimalisir sehingga ketertiban dan keteraturan dalam 
perkawinan dapat pelan-pelan membuahkan hasil. Sanksi pidana yang lebih berat 
juga dimaksudkan agar masyarakat lebih menghormati perkawinan. Dan 
sebaiknya pengadilan Agama lebih selektif terhadap semua perkara perceraian 
yang diajukan agar tidak terjadi kesalahan fatal didalam pengambilan keputusan, 
karena masyarakat saat ini cenderung mengabaikan kesakrakan perkawinan yang 
dapat dilihat dari data Pengadilan Agama bahwa persentase perkara yang lebih 
banyak diajukan adalah perkara perceraian. 
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